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Abstrak

Semakin berkembangnya teknologi yang semakin pesat, masyarakat dituntut untuk dapat mengikuti era informasi
dan teknologi yang dimana setiap harinya mengalami peningkatan komunikasi, khususnya media massa.
Implementasi dari penggunaan media massa dalam bidang politik ialah ditandai dengan adanya komunikasi
politik. Penggunaan website oleh pemerintah dinilai lebih efisien, cepat dan praktis. Tujuan dari penelitian ini
ialah mengetahui keefektifan dari penggunaan website pada Badan Pengawas Pemilu dalam rangka peningkatan
pelayan publik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang dilakukan secara deskriptif.
Keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini ialah perpanjangan keikutsertaan yang dimana Pengambilan
data dilakukan secara langsung dengan informan dan berbagai sumber yang relevan. Hasil yang didapatkan dari
penelitian ini ialah dengan adanya platform website sangat membantu masyarakat dalam mengakses informasi dari
bawaslu secara efisien dan cepat. Pelayanan publik yang diberikan cukup memudahkan masyarakat dalam
mengetahui informasi-informasi terkait dengan pemilu dan secara transparan. Berdasarkan uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa pengelolaan Bawaslu.co.id cukup optimal dalam badan pengawasan pemilu walaupun masih
terdapat kekurangan dalam pengelolaan bawasalu.go.id.

Kata kunci : penggunaan website, komunikasi, bawaslu

Abstract

With the development of increasingly rapid technology, people are required to be able to keep up with the
information and technology era where every day there is an increase in communication, especially the mass media.
The implementation of the use of mass media in the political field is marked by political communication. The use
of the website by the government is considered more efficient, fast, and practical. The purpose of this study is to
determine the effectiveness of the use of the website on the Election Supervisory Body to improve public services.
This study used a qualitative approach, which was carried out descriptively. The validity of the data used in this
study is the extension of participation in which data collection is carried out directly with informants and various
relevant sources. The results obtained from this research are that the existence of a website platform helps the
community in accessing information from Bawaslu efficiently and quickly. The public services provided are
sufficient to facilitate the public in knowing information related to elections in a transparent manner. Based on
the description above, it can be concluded that the management of Bawaslu.co.id is quite optimal in the election
supervisory body, although there are still shortcomings in the management of Bawasalu.go.id.
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Pendahuluan

Semakin berkembangnya teknologi yang semakin pesat, masyarakat dituntut untuk dapat
mengikuti era informasi dan teknologi yang dimana setiap harinya mengalami peningkatan komunikasi
khususnya media massa. Adanya teknologi dan komunikasi sangat berpengaruh dengan kehidupan
masyarakat saat ini, dimana segala aspek kehidupan sosial, politik, transaksi dapat dilakukan secara
instans dalam satu genggaman, hal tersebut menunjukkan bahwa dampak dari adanya perkembangan
informasi dan komunikasi sangat pesat.

Komunikasi merupakan informasi yang akan di berikan atau disampaikan dari satu sempat ke
tempat lainnya, informasi yang diberikan dapat berupa pemindahan emosi, informasi, ide atau gagasan
dengan menggnakan figur atau kata untuk dapat meyakinkan sebah ucapan atau tulisan itu sendiri.
Komunikasi dapat disimpulkan sebagai perpindahan informasi dari pemberi ke penerima melalui suatu
sarana yang dapat mengalami suatu gangguan. Komunikasi memiliki sifat secara disengaja atau
intentional dan memberikan dampak perubahan. Beberapa unsur komunikasi anatara lain adanya
komunikan, komunikator, media, pesan, endcoding, decoding, hambatan dan feedback.*

Komunikasi merupakan aktivitas dasar yang di lakukan oleh manusia, dengan komunikasi
manusia dapat saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Istilah komunikasi (Communication)
berasal dari bahasa latin, communication dan bersumber dari kata communis yang berarti sama.
Komunkasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media
yang menimbulkan efek tertentu. Komunikator dan komunikan harus memiliki kerangka pengalaman
dan kerangka berfikir yang sama sehingga efek komunikasi yang di harapkan sesuai dengan keinginan
kedua belah pihak dan dapat membantu terbentuknya komunikasi yang baik.?

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari interaksi sosial dengan sesamanya.
Hal ini terbukti dari adanya proses komunikasi yang terjadi pada setiap manusia baik itu secara langsung
maupun tidak (melalui media atau perantara). Masyarakat sebagai penerima informasi memiliki ciri, ciri
dari masyarakat informasi sendiri antara lain; Memiliki level intensitas informasi yang tinggi (kebutuhan
informasi yang tinggi) dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan
sosial, pengajaran dan bisnis, serta kegiatan lainnya, mampu melakukan pertukaran data digital yang
cepat dalam jarak yang jauh.

Media komunikasi di zaman modern ini sangat di butuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat.
Proses pengiriman informasi di zaman yang serba modern ini sangat canggih. Teknologi telekomunikasi
paling di cari semua orang, untuk menyampaikan atau mengirimkan informs ataupun berita sebab
teknologi telekomunikasi semakin berkembang, semakin cepat, akurat, tepat, mudah, murah, efektif
serta efisien saat di gunakan oleh banyak orang, alas an itulah yang menyebabkan media komunikasi
sangat popular.

Diperlukan adanya literasi media yang berguna untuk mengamati cara pandang dari seseorang
dalam memanfaatkan keefektifan dan efisiensi sebagai pusat perkembangan literasi media dalam
kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan dalam menginterprestasikan makna dari pesan-pesan
yang terdapat dalam media massa ialah tingkatan yang digunakan seseorang dalam kehidupan sehari-
hari. Bentuk dari adanya sudut pandang media massa dan komunikan terdapat dari berbagai fenomena
dalam mengakses media massa. Dapat disimpulkan bahwa media massa sebagai penyumbang bentuk
dari konten komunikasi dengan berbagai macam pengetahuan yang telah terstruktur dan dapat dimaknai
dengan cara bentuk adanya komunikasi.*

Implementasi dari penggunaan media massa dalam bidang politik ialah ditandai dengan adanya
komunikasi politik. Komunikasi politik di tandai dengan simbol komunikasi politik atau pengoperan
lambang yang berisikan issu politik dari satu orang ke orang lain atau antar kelompok dengan orang lain
yang memiliki tujuan memberiakn wawasan cara berfikir yang mampu mempengaruhi sikap dan
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khalayak ramai sebagai target politik. Pemilu merupakan salah satu contoh bentuk atau sarana yang
digunakan masyarakat untuk ikut serta dalam politik aktif, sehingga memberikan dampak adanya prinsip
dasar kehidupan negara yang demokratis.®

Berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 yang berisikan tentang penyelenggaraan
pemilu. Terdapat dua lembaga yang mendukung adanya pemilu di Indonesia yaitu Komisi Pemilihan
Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga KPU dan Bawaslu memiliki peran
yang sama sebagai salah satu kesatuan dalam mendukung pelaksanaan pemilu secara demokratis.®

Adapun penggunaan media massa yang digunakan oleh masyarakat sangat mempermudah
instansi pemerintah dalam menjalankan kampanye dengan menekan anggaran yang dikeluarkan.
Website menjadi sarana yang tepat dalam menyebarkan informasi dengan mudah. Penggunaan website
yang digunakan oleh pemerintah dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat secara cepat dan
praktis. Dengan adanya website resmi disetiap instansi pemerintah sangat memudakan masyarakat
dalam memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan baik, informasi yang
terkandung dalam setiap website instansi pemerintah masing-masing dapat berupa kebijakan, sosialisasi,
program, pencapaian dan prestasi disetiap masing-masing instansi. Negara Republik Indonesia
menyampaikan informasi mengenai pemilu melalui website resmi bawaslu dengan media website yang
digunakan ialah https://bawaslu.go.id/.

Badan pengawas pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) memiliki suatu informasi yang
berbasis dimana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang
No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga
adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu.’

Untuk pengelolaan Berita atau informasi di https://bawaslu.go.id/, yakni dengan adanya kegiatan
Bawaslu sendiri seperti hal nya rapat atau pertemuan Bawaslu melakukan pengawasan langsung
kelapangan, dari kegiatan Bawaslu sendiri. Kemudian kedua kegiatan-kegiatan dari pimpinan nya, jadi
pimpinan Bawaslu itu ingkupnya tidak hanya terkait Bawaslu , kadang juga dinas yang diberikan oleh
sumber lain, kemudian di potret apa-apa saja yang disampaikan pimpinan dalam forum itu. Kemudian
prestasi-prestasi Bawaslu semisal, Bawaslu mendapat peringkat tiga badan publik yang keterbukaan
informasi publik, keterbukaan informasi badan publik tahun 2018 itu Bawaslu masuk dalam kategori
informatif, dan kemudian hal-hal lain terkait di luar kegiatan Bawaslu, pimpinan, dan prestasi yang sifat
nya aktual untuk disampaikan seperti laporan hasil pengawasan, laporan hasil penanganan pelanggaran
kemudian proses-proses persidangan itu juga dijadikan bahan pemberitaan proses sengketa, atau proses
yang terkait kewenangan kita. Berita atau informasi tadi di kelolah dan disebarkan nya melalui beberapa
saluran dan media sosial seperti facebook, twitter, instagram, dan hasil peliputan video dirangkum
menjadi sebuah berita di youtube. Salah satu tujuan Bawaslu menyampaikan berbagai informasi tentang
pemilu dan pengawasan pemilu kepada publik dengan harapan nya publik dapat memahami apa itu
pengawasan pemilu, tahapan selanjutnya adalah masyarakat menyadari peran penting mereka dalam
pemilu dan pengawasan pemilu dan ketika nanti mereka sudah sadar mereka juga diharapkan untuk
bergerak, untuk dapat ikut berperan dalam pengawasan pemilu, seperti melihat ada pelanggaran dan
dugaan pelanggaran itu masyarakat jadi berani mempertanya kepada pengawas pemilu. Itu juga salah
satu program yang dirangkum sebagai program partisipatif, bagaimana Bawaslu bergandegan tangan
dengan publik untuk suskses nya pengawasan pemilu, karena kalau pemilu dan pengawasan pemilu
hanya mengandalkan Bawaslu saja dilihat dari struktur Bawaslu sendiri itu tidak memungkinkan,
karena tidak memungkinkan dari segi jumlah. Maka dari itu Bawaslu butuh bergandengan tangan
dengan masyarakat dan stackholder lainnya. Kehadiran Bawaslu sangat membantu masyarakat dalam
mengetahui informasi di sekitar Bawaslu. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengunjung situs 6 bulan
terakhir sebanyak 196.760 pengunjung Bawaslu.?
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Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan saluran komunikasi dengan
penggunaan platform website yang digunakan oleh Badan Pengawas Pemilu dan mengetahui kendala
apa saja yang dialami dalam penerapan saluran komunikasi dengan adanya platfom website pada Badan
Pengawas Pemilu dalam rangka peningkatan pelayan publik.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana di dalam penelitian yang
menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan secara deskriptif. Penelitian kuantitatif menyatakan
bahwa penelitian yang menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk
mengetahui atau mencari gambaran secara nyata dari kejadian yang diteliti, atau penelitian yang bersifat
variabel tunggal dengan tidak membandingkan atau menghubungkan antara variable lain. Dalam
penelitian kualitatif dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif ditemukan gagasan baru yang
belum pernah ada. Gagasan baru ini yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang
sebelumnya masih bersifat sementara atau tidak jelas sehingga perlu adanya penelitian sehingga menjadi
jelas kebenarannya. Dapat berupa hubungan kausal dan interaktif, hipotesis maupun teori.°

Peneliti studi kasus merupakan peneliti yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu
organisai, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh
deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus adalah suatu penelitian yang
diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.
Kasus sama sekali tidak mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari
populasi. Setiap masing-masing kasus memiliki ciri dan sifat yang berbeda pula, karena suatu kasus
dapat terdiri atas satu unit atau lebih dari satu unit, tetapi merupakan satu kesatuan. Ada beberapa alasan
pengguna metode studi kasus pada penelitian ini, adalah sebagai berikut: Menyediakan cara yang
sistematis untuk melihat kejadian, pengumpulan data dan analisa. Memberikan pemahaman yang tajam
tentang mengapa waktu kejadian tersebut dapat terjadi, dan apa yang mungkin menjadi penting unguk
melihat lebih intensif dimasa yang akan dating. Dengan adanya kasus, maka menjadi jelas tujuan
pembahasan yang ada didalam alasan tersebut. 1°

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian kualitatif salah satu nya adalah dengan
menggunakan berbagai macam sumber data. Penelitian ini menggunakan dua data, yakni data primer
dan data sekunder.

Key informan atau disebut dengan informan utama, merupakan seseorang yang memang ahli di
bidang yang akan diteliti. Sementara informan merupakan orang-orang yang relevan dengan bidang
yang diteliti, dimana keterangan dari informan diperoleh untuk mengecek kebenaran atau memperkaya
informasi dari key informan. Pencarian key informan dan informan harus selektif, sehingga upaya
penggalian data bisa dilakukan secara maksimal. Adapun yang menjadi sumber informasi (key
informan) dan informan atau narasumber untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan
dalam penelitian ini ialah 3 sumber informan dari kepala bagian, pengelola dan end user.

Keabsahan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara: Perpanjangan Keikutsertaan,
dalam karakter penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen itu sendiri (self instrument) dan
sebagai alat utama dalam penelitian (key instrument). Perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian
dimaksudkan adalah proses dan aktivitas dimana seorang peneliti hadir bersama, mengamati, melihat,
memahami bahkan berbaur dengan objek yang akan diteliti dalam rangka pengumpulan data. Ketekunan
Pengamatan, melalui adanya pengamatan seorang peneliti mampu memahami keadaan objek,
mempelajari situasinya, menjelaskan dan menafsirkan menjadi sebuah data penelitian. Triangulasi,
merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan data, teori,
metode atau teknik penelitian yang akan diperoleh dari masing-masing responden.
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Kecukupan Referensi, sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dapat
dilakukan dengan cara menghimpun sebanyak-banyaknya sumber dukungan dalam penelitian, baik
bersumber dari objek berupa sumber data lapangan maupun sumber bahan rujukan yang relevan berupa
buku-buku, laporan penelitian dan karya-karya ilmiah lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif.
Teknik analisis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti
melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagai mana adanya, tanpa melakukan analisis dan
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan atau
digambarkan terkait sosialisasi informasi via Bawalu.go.id.

Hasil & Pembahasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan
professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota
partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru
muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada
1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan
warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen
yang saat itu disebut sebagai Konstituante.*? Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat,
tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun ada
gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi
logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955
merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal .*®

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama
Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust
terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan
Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan
manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena
palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini
lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan
memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenubhi
tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam
kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat
dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).*

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas
dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu
yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan
untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara
Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya
Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari
Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).*®
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Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu
dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu,
Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas
Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang
dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan
pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu
Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan
Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan
kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap
judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007,
rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari
Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi
pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran
administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.®

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu
dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan
nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan
Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon | dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal
Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga
memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.’

Bawaslu memiliki wewenang untuk Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan
dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
mengahrr mengenai pemilu, Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu,
memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang, menerima, memeriksa, memediasi atau
mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, merekomendasikan kepada
instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara,
netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia,
Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan
sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan
dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan
sengketa proses pemilu, mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN, mengangkat,
membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
anggota Panwaslu LN; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan (18).

Program Informasi Bawaslu RI

Prinsip-prinsip dasar keterbukaan informasi publik menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik bisa digunakan untuk menilai pro-active disclosure pada Bawaslu.
Bawaslu perlu menyusun roadmap keterbukaan informasi untuk mengimplementasikan amanat undang-
undang berkenaan dengan hal arsip, keterbukaan informasi publik, digitalisasi informasi, dan open data.
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Laman Bawaslu masih belum menyampaikan jenis informasi publik terkait kelembagaan. Adapun
informasi yang tidak tersedia tersebut antara lain: Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
program/kegiatan yang sedang dijalankan, layanan terkait hak-hak masyarakat tahun 2016, laporan
keuangan tahun 2016, rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016.1°

Selain itu juga tidak ada informasi berkaitan dengan tupoksi (informasi hasil pengawasan),
meliputi kluster informasi hasil pengawasan berdasarkan jenis pemilu, tahapan, jenis pelanggaran, pihak
yang dilaporkan, pihak yang melaporkan, kondisi laporan memenuhi syarat dan tidak, serta hasil tindak
lanjutnya.

Beberapa fakta informasi tentang hasil pengawasan di Bawaslu antara lain jumlah yang minim,
yakni hanya tercantum 6 laporan selama dari 9 tahun. Hasil pemantauan Pilkada serentak 2017 tidak
ditampilkan di. Sebaiknya hasil pengawasan bisa dikelompokkan minimal per provinsi atau per tahapan
atau per jenis pemilu. Tidak ada keseragaman terkait waktu publikasi. Tidak adanya sarana/mekanisme
penyampaian pengawasan/pengaduan, tidak ada kanal pengawasan terkait tahapan, pengaduan atas
perilaku pejabat publik, dan pengaduan pelayanan (termasuk pelayanan informasi publik), serta tidak
ada kanal pelayanan lain seperti layanan konsultasi hukum.?

Perlu ada kerjasama Bawaslu dan KPU tentang informasi publik dalam rangka menyamakan
persepsi tentang status (informasi publik/informasi pribadi) dan sifat informasi (terbuka/ tertutup),
mekanisme pelayanan terkait informasi pemilu (mengacu pada Perki 1 Tahun 2014), dan validitas data
antara KPU dan Bawaslu. Tujuannya agar ada kesepahaman tentang informasi yang terbuka dan
dikecualikan.?

Mengenai informasi selain data, belum baik dalam hal aksesibilitas. Kelompok disabilitas
mengalami hambatan dalam mendapatkan akses informasi baik di KPU maupun di Bawaslu. Ke depan,
Bawaslu perlu membangun media (web) yang mudah diakses oleh semua kalangan (user friendly). Perlu
dipikirkan desain informasi yang dapat memudahkan masyarakat, khususnya kelompok disabilitas.?

Strategi Pengelolaan Informasi

Kampanye, sosialisasi dan publikasi Pojok Pengawasan penting dilakukan untuk meningkatkan
minat publik untuk mengakses Pojok Pengawasan, terlebih penting untuk ikut terlibat dalam aktivitas
yang dilaksanakan di Pojok Pengawasan. Kampanye, sosialisasi dan publikasi.?®

Pojok Pengawasan dapat dilakukan dalam beberapa metode, di antaranya:
1. Pemanfaatan media sosial

Media sosial adalah medium yang murah namun efektif dalam mengampanyekan dan
mensosialisasikan Pojok Pengawasan. Media sosial juga dapat menjadi media publikasi bagi
kegiatan yang dilakukan di Pojok Pengawasan, misalnya diskusi dan penelitian yang dilakukan
oleh Bawaslu dan atau para pemangku kepentingan pengawasan pemilu.?

Media sosial resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota digunakan
sebagai medium sosialisasi dan publikasi Pojok Pengawasan, baik materi yang terdapat di Pojok
Pengawasan maupun aktivitas di Pojok Pengawasan. Materi yang dikirim di media sosial resmi
adalah materi yang mencuat pada diskusi di Pojok Pengawasan atau materi harian di Pojok
Pengawasan, seperti materi yang tercantum dalam buku, poster, booklet, atau leaflet yang terdapat
di Pojok Pengawasan.

2. Kampanye dan sosialisasi di pusat keramaian

Bagi publik, Pojok Pengawasan dengan fasilitas adalah hal baru yang dikerjakan Bawaslu.
Untuk itu perlu ada kampanye dan sosialisasi untuk memperkenalkan Pojok Pengawasan kepada
publik. Kampanye dan sosialisasi dilakukan di pusat- pusat keramaian, misalnya di pusat
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perbelanjaan, di kampus perguruan tinggi atau pada acara-acara monumental seperti di Hari
Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB/car free day).

Kampanye dan sosialisasi juga dapat dilakukan pada acara sosialisasi yang melibatkan
forum eksternal Bawaslu, seperti rapat sinergi dengan pemangku kepentingan atau sosialisasi
tatap muka.

3. Penyelenggaraan diskusi

Selain sebagai aktivitas utama yang menghidupkan Pojok Pengawasan, diskusi juga dapat
dimanfaatkan sebagai alat untuk kampanye, sosialisasi dan publikasi Pojok Pengawasan.
Penyelenggaraan diskusi melibatkan pemangku kepentingan pengawasan pemilu, baik sebagai
narasumber maupun peserta diskusi. Dengan demikian, Pojok Pengawasan dapat tersosialisasikan
dalam forum diskusi.

Selain tersosialisasikan secara otomatis kepada peserta dan narasumber melalui forum
diskusi, Pojok Pengawasan juga dapat dipublikasikan secara khusus oleh pembawa acara atau
moderator diskusi.

Setiap link yang ditawarkan harus online (no dead links)

Setiap link harus aktif. Jangan sampai saat diklik ternyata tidak aktif. Ini jelas mengecewakan
pengguna. Kalau terjadi berulang kali akan menjatuhkan kepercayaan publik. Ini seperti sebuah artikel
surat kabar yang seharusnya bersambung ke halaman lain, tetapi saat dicari tidak ditemukan.
Bawaslu.go.id, Bawaslu memiliki media sosial lain sebagai media informasi, yaitu facebook yang dapat
diakses di https://web.facebook.com/sahabatBawaslu/ dimana berisi kegiatan-kegiatan Bawaslu. Akan
tetapi, media sosial facebook yang dimiliki Bawaslu belum terlalu aktif karena lebih fokus ke
Bawaslu.go.id. Melalui Bawaslu.go.id, facebook dapat langsung diakses karena terdapat link yang
terhubung di. Adapun untuk media sosial youtube, masih dalam perencanaan. indikator setiap link yang
ditawarkan harus online (no dead links), Bawaslu go.id sudah baik dalam indikator tersebut karena
setiap link yang ditawarkan sudah online dan aktif.?®

Tersedia kontak informasi (contact information)

Bawaslu.go.id sudah terdapat kontak informasi untuk memudahkan pengunjung yang
membutuhkan informasi yang tidak terdapat pada. Kontak informasi tersebut berupa email. Pengunjung
dapat pertanyaan kotak dialog di Bawaslu atau hotline di 087886102600 atau dapat langsung datang ke
Sekretariat badan pengawas pemilu. kontak yang terdapat pada Bawaslu.go.id dapat dengan mudah
digunakan oleh pengakses, yaitu dengan cara klik dan kirim. Setelah email masuk, pengelola akan
membalas email tersebut kepada pengakses. Adapun balasan email dibalas pada saat jam kerja, tidak 24
jam, informasi yang menjadi permintaan dari pengunjung atau pengakses diantaranya yaitu kerjasama
aplikasi; informasi seputar pengaduan seperti contoh pusat partisipasi pengawasan pemilu, Bawaslu
mendengar, Bawaslu memanggil, progress pengaduan kecurangan pemilu. pengelola akan menanggapi
e-mail dari pengakses, baik itu permintaan informasi, saran, maupun kritik. Respon terhadap permintaan
pengakses merupakan salah satu standar operasional pengelolaan. Adapun untuk waktu tanggapannya
adalah pada saat jam kerja.

Demikian, berdasarkan beberapa triangulasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada
indikator tersedia kontak informasi (contact information), Bawaslu.go.id sudah memiliki kontak
informasi untuk komunikasi dengan pengakses. Selain itu, pengelola Bawaslu.go.id merespon
permintaan pengakses dengan baik dengan waktu respon pada saat jam kerja, baik itu permintaan
informasi, saran, dan kritik. Pada indikator ini, Bawaslu.go.id dapat dikatakan sudah baik dan dianggap
profesional.

Penataan penempatan informasi (placement of information)
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Pengaturan penempatan informasi pada Bawaslu.go.id berdasarkan membaca dari Kiri ke kanan,
sehingga informasi yang terletak di Kkiri biasanya merupakan informasi yang terbaru. Selain itu,
mengenai gaya bahasa, isi, dan penulisan informasinya mengikuti aturan Bahasa Indonesia yang baik
dan benar. menu dan informasi seperti berita dan artikel pada Bawaslu.go.id mudah diakses dengan
cepat menggunakan media laptop, komputer, ataupun handphone. Jika tidak bisa diakses, kemungkinan
besar servernya lagi error tapi tidak setiap hari karena ada pengawasan dari Kominfo.

Terdapat perbedaan letak informasi ketika Bawaslu.go.id diakses melalui laptop atau komputer
dengan handphone android. Tampilan pada handphone android lebih sederhana dibandingkan dengan
tampilan pada laptop atau komputer karena menyesuaikan dengan ukuran handphone android yang lebih
kecil dibandingkan laptop atau komputer.

Demikian, berdasarkan triangulasi tersebut, maka dapat dsimpulkan bahwa indikator penataan
penempatan informasi (placement of information). Pada Bawaslu.go.id sudah baik, dimana berita atau
informasi yang baru ditempatkan di sisi layar sebelah kiri mengikuti gerakan membaca dari kiri ke
kanan. Selain itu jika jaringan baik, menu dan informasinya mudah diakses dengan cepat, baik melalui
media laptop atau komputer maupun melalui handphone android.

Keefektifan dari adanya website Bawaslu.go.id tidak bisa di ukur dari segi berapa banyak Visitor
dan pembaca, Karena kebutuhan yang dimiliki Masyarakat sendiri sangat berbeda dan tidak bisa di sama
ratakan, Karena pada Akhir-akhir ini banyak yang membuka Bawaslu Hanya untuk melihat CPNS tapi
tidak banyak juga yang melihat Berita, karena kebutuhan itu berbeda atau bisa di sebut musiman. Jika
Visitor Sebuah bulan ini meningkat belum tentu bisa di katakan Efektif, dan apabila bulan depan
menurun dan ini juga tidak bisa dikatakan bahwa sebuah ini tidak Efektif. Visitor dan Pembaca
sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan sebuah itu baik atau itu Efektif.

Bawaslu sudah menjadi salah satu yang baik karena sudah memiliki Fitur-Fitur yang membuat
ini dengan kecepatan dan ukuran Ramah Visitor (Visitor Friendly) yang artinya menampilan konten
berisi informasi secepat mungkin, tidak membuat pengunjung berlama-lama melihat “Blank Page*
Tanda bahwa halaman sedang loading, dan ukuran juga sangat berpengaruh terhadap kecepatan maka
dari itu kita sesuaikan ukuran nya jika membuka dengan Komputer, Laptop atau Smartphone. Bawaslu
juga sudah membuat Responsive dan Adactive Plus Support AMP yang Artinya memiliki kemampuan
untuk merespon setiap perangkat berbeda yang di gunakan. Jika membuka nya melalui Smartphone,
maka tampilan akan memperkecil sendirinya menyesuaikan Layar baik itu dari segi tulisan ataupun
media nya. Adactive adalah mampu beradaptasi dengan setiap perangkat. Jika responsive adalah
kemampuan merespon perangkat untuk memperkecil konten, maka adactive menyederhanakannya.
Hanya responsive saja, tampilan akan sama diakses dari berbagai perangkat, yang membedakannya
hanya ukuran saja yang mengecil. Adactive berfungsi menyederhanakannya, jika nya adactive maka
tampilan di berbagai media pasti berbeda, tidak hanya ukuran displaynya saja. AMP support merupakan
project google yang mampu mempercepat “loading” hingga 4X lipat, juga memperkecil ukuran hingga
10X lipat. yang sudah Support AMP akan lebih disukai terutama oleh pengguna perangkat mobile, agar
mudah di buka dimana saja. Selanjutnya Bawaslu juga Memiliki Kompabilitas yang Baik, Compability
(kompabilitas) yang dimaksud adalah tampilan tidak “hancur” jika dibuka menggunakan berbagali
macam browser. Seperti yang diketahui terdapat banyak browser yang bisa digunakan untuk mengakses
sebuah. Jenis browser yang umum dikenal diantaranya Google chrome, mozila firefox, internet explorer,
opera, safari untuk android. Selain kompabilitas browser tampilan web pun harus baik jika dibuka di
resolusi standar 800x600.

Maka dapat dsimpulkan bahwa Sebuah yang baik dan Efektif tidak dapat di nilai dari Visitor
perbulan nya, Karena jumlah kebutuhan Manusia untuk mengakses komponen-komponen atau fitur
yang berada di dalam tersebut berbeda, dan Bawaslu juga sudah menjadi yang baik karena sudah
memiliki Fitur pendukung untuk mempermudah Visitor membuka Tersebut, Sebuah bisa dikatakan
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tidak baik apabila memiliki Ciri-Ciri Desain yang tidak karuan atau tampilannya terlalu ramai. Memang
benar efek visual mampu membuat Visitor terkagum-kagum melihat tersebut. Jika tidak tepat hal ini
menjadi kurang bersahabat di mata pengunjung, misal komposisi perpaduan warna dan juga tata
letaknya yang tidak beraturan, Kemudian yang tidak mendukung beberapa Jenis perangkat Seperti
membuka memalui Smartphone media serta tulisannya berantakan atau tidak menyesuaikan layar.

Efektivitas Sebagai Media E-government

Bawaslu Dapat dikatakan efektif apabila telah adanya interaksi yang bersifat pelayanan elektronik
antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam literatur administrasi ataupun manajemen, kata efektivitas
diartikan sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang
dikehendaki. Memperkuat dengan definisi Efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran
yaitu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah bila sasaran atau tujuan telah dicapai sesuai
dengan direncanakan sebelumnya adalah efektif, sebaliknya bila tujuan atau sasaran tidak selesai sesuai
waktu yang ditentukan, pekerjaan itu tidak efektif. Sasaran dan tujuan yang ingin disampaikan oleh
pemerintah adalah isi informasi yang terdapat dalam itu sendiri, sehingga dapat dijadikan patokan tolak
ukur secara awam oleh masyarakat, jadi bisa dikatakan apabila tersebut banyak yang mengakses dengan
isi yang update.

Selain itu tolak ukur suatu dapat dikatakan efektif atau tidak dipengaruhi oleh beberapa hal, antara
lain peran, peran pemerintah, tujuan, jangkauan akses, content, interaksi, faktor penghambat dan faktor
pendukung. Apabila faktor-faktor tersebut dapat berjalan dengan baik, maka dapat dikatakan efektif
sebagai media e-government.

Peran Bawaslu sebagai media e-government dalam meningkatkan pelayanan elektronik telah
menjadi sebuah media untuk menyampaikan informasi. Berdasarkan United Nations E-government
survey 2008, ada lima tahapan sebagai media suatu negara yang bergerak naik menuju tahap
pemerintahan yang yang lebih baik, dengan melalui berbagai tahap pembangunan infrastruktur,
penyampaian konten, bisnis, manajemen data, keamanan dan manajemen pelanggan. Masing-masing
suatu negara menghadapi sejumlah tantangan serupa ketika bergerak ke atas piramida, dan isu
bagaimana Amerika memenuhi tantangan akan menentukan kecepatan di mana mereka nergerak naik
ke atas. Indeks pengukuran memberi tahukan peringkat yang komparatif pada tiap negara mengenai
kemampuan untuk memberikan layanan online kepada masyarakat.

Adapun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya,
persamaannya antara lain: Bawaslu berfungsi sebagai sarana pemerintah untuk building image (Citra
positif) kepada masyarakat dan perlahan mulai terlaksana secara efektif. Selain itu melalui Bawaslu,
masyarakat bisa menyalurkan aspirasi Link Whistleblowing system dan makin banyak masyarakat yang
aktif dalam menyalurkan aspirasinya.

Sementara itu perbedaannya antara lain: Pada situs Bawaslu mulai berfungsi sebagai alat
komunikasi oleh masyarakat walaupun masih bersifat satu arah, dan Sudah banyak masyarakat yang
mengakses. Berbeda dengan penelitian sebelumnya Pada Bawaslu sendiri sudah bukan tahap web
presence lagi, namun sudah tahap fase interaksi dimana masyarakat sudah bisa berkomunikasi melalui
link Whistleblowing System.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Bawaslu.go.id sebagai penerapan Penerapan
Saluran Komunikasi Dengan Website Pada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dibutuhkan
pengelolaan Bawaslu.co.id cukup optimal sehingga dapat meningkatkan citra badan pengawasan
pemilu.
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Adapun, faktor-faktor penghambat tersebut, diantaranya: kurangnya SDM pengelola, yang di karenakan
kepadatan aktifitas menjelang pemilu atau sesudah pemilu; kurangnya instrumen pendukung untuk
peliputan kegiatan; informasi yang kurang update; masalah jaringan tergantung pada server induk, dan
kurang nya alat ukur untuk mengukur kefektifan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, hendaknya penerapan saluran komunikasi
Bawaslu melalui platform website dapat ditingkatkan untuk lebih baik lagi. Bawaslu agar lebih optimal
dalam memberikan pelayanan yang berbentuk elektronik melalui nya, agar lebih memudahkan
masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Adanya sosialisasi masyarakat oleh Bawaslu mengenai
penggunaan, agar masyarakat makin mengenal dan dapat mempergunakan semaksimal mungkin.
Diadakanya fasilitas interaksi komunikasi yang dapat terciptanya “two-way communication” dimana
dalam Bawaslu nantinya terdapat “link” yang dapat memfasilitasi interaksi dua arah langsung antara
pemerintah dengan masyarakat, misalnya dalam bentuk fasilitas “chat”. Pemerintah agar melakukan
koordinasi dengan dinas lain dalam lingkup Bawaslu yang memungkinkan adanya e-service, sehingga
dapat mendownload dokumen melalui Bagi Peneliti Selanjutnya Diharapkan penelitian berikutnya dapat
meneliti serta memperluas fokus penelitian, yang tidak hanya terbatas pada sebagai media e-government
namun juga media social yang saat ini sedang berkembang.
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